BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) pada tanggal 3 April 2017 sampai 26 Mei 2017 di PT.
Pharos Indonesia adalah:

1.

PT. Pharos Indonesia hendaknya terus mempertahankan penerapan
dan pelaksanaan aspek CPOB dalam setiap proses pembuatan obat
sehingga produk obat yang dihasilkan dapat terjamin kualitas,
khasiat dan keamanannya secara konsisten.

PT. Pharos Indonesia hendaknya terus dapat meningkatkan
kesadaran para personilnya akan pentingnya aspek-aspek CPOB
yang berkaitan dengan bidang masing-masing terutama yang
berhubungan dengan aspek produksi. Partisipasi dalam berbagai
kegiatan seminar terkait industri farmasi juga dapat ditingkatkan
bagi para karyawan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

PT. Pharos Indonesia hendaknya terlibat juga dalam membantu
meningkatkan kualitas dalam dunia pendidikan khususnya farmasi
melalui kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi Indonesia
sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
kompeten.
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